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KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan
kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses
bagi setiap pemohon informasi publik untuk
mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa
informasi tertentu;

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi
penyelenggara pelayanan publik baik yang
melaksanakan  pelayanan langsung maupun
pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan
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Mengingat

menetapkan Standar Pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara,
kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik yang profesional, transparan dan
akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam
penyelenggaraan pelayanan, perlu adanya
peraturan mengenai Standar Pelayanan Informasi
Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
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Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon |
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 11);

6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-
080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-
286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-
286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DIl LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik.

Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di
dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima
oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan
undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan
hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan
publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
standar pelayanan.
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8. Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas
menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung
dengan pengguna layanan.

9. Kepala Unit Kerja Eselon Il adalah Direktur, Kepala Biro, Kepala
Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP.

Pasal 2

Penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik pada Unit Kerja
pelayanan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di bidang informasi
publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam Pasal 3, menjadi tanggung jawab Kepala Unit Kerja Eselon IlI.

Pasal 5

Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Kepala ini, digunakan sebagai pedoman dalam
penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara,
pelaksana, dan aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan
informasi publik.

Pasal 6
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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